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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan biaya  sekolah gratis di SMK Negeri 2 
Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan  menggunakan pendekatan 
studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi langsung, 
dan studi dokumentasi.  Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif dari 
Miles and Huberman. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas 
dengan triangulasi  teknik dan sumber. Hasil penelitian diketahui bahwa : Sumber dana SMK Negeri 2 
Karanganyar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Untuk mendapatkan dana dari pemerintah 
(BOS) sekolah harus melengkapi data Dapodik secara on line. Pengalokasian dana operasional SMK 
Negeri 2 Karanganyar untuk delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan honor GTT/PTT. Untuk 
pendistribusian dana di sekolah, penanggung jawab kegiatan menyusun proposal dengan anggaran 
berdasarkan RKAS dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.    Pengawasan pembiayaan 
secara formal diawasi oleh Irjen, Inspektorat Kabupaten Karanganyar, BPKP, dan Dinas Dikpora 
Kabupaten Karanganyar, sedangkan pengawasan secara informal diawasai oleh Komite sekolah. Sistem 
pertanggungjawaban penggunaan anggaran/dana SMK Negeri 2 Karanganyar berdasarkan Petunjuk 
Teknis penggunaan dana BOS.  
 
 Kata Kunci : pengelolaan biaya sekolah, sekolah gratis, bebas pungutan, SMK 
 
Abstract 
This study aimed to describe the management of free tuition at SMK Negeri 2 Karanganyar. This research 
is a qualitative descriptive study, using a case study approach. Data collection techniques in this study 
using interviews, direct observation, and documentation study. Data analysis techniques in this study using 
an interactive method of Miles and Huberman. To test the validity of the data in this study using a test of 
credibility with triangulation techniques and resources. The survey results revealed that the source of 
funds SMK Negeri 2 Karanganyar Central Government and Local Government, to get government 
funding (BOS)  schools had complete data (Dapodik) on line. The allocation of operational funds SMK 
Negeri 2 Karanganyar for eight National Education Standards (NES), and honor GTT / PTT. For the 
distribution of funds in schools, responsible activity with a budget proposal based RKAS and reporting of 
financial accountability. Financial supervision is formally overseen by the Inspector General, the 
Inspectorate of Karanganyar, BPKP, and Disdikkpora Karanganyar, while informally  supervision by the 
school committee. Accountability systems use a budget / fund SMK Negeri 2 Karanganyar based the 
Technical Guidelines for use of the funds.                 
 







Di Kabupaten Karanganyar, lewat Program Bupati Karanganyar pada tahun 2014 
diberlakukan Sekolah Gratis. SMK Negeri 2 Karanganyar merupakan sekolah ex RSBI 
(Rintisan Sekolah Berstandar Internasional). Sebagai sekolah ex RSBI SMK Negeri 2 
Karangayar membutuhkan dana operasional yang cukup besar. Kebijakan Bupati 
Karanganyar program sekolah gratis, sekolah-sekolah negeri tidak diperbolehkan 
melakukan pungutan kepada orang tua/wali murid. Dengan demikian, sumber dana 
sekolah dari masyarakat (orang tua/wali siswa) ditiadakan. Dengan demikian diperlukan 
pengelolaan dana operasional sekolah yang baik. 
Pengelolaan, menurut kamus bahasa Indonesia adalah proses yang memberikan 
pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan 
pencapaian tujuan. Biaya sekolah (cost), menurut Sagala (2009:223) adalah seluruh dana 
baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber yang 
diperuntukkan bagi penyelenggaraan sekolah. Biaya pendidikan menurut Anwar 
(2013:146), terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung, biaya pribadi dan sosial, serta 
biaya moneter dan non moneter. Menurut PP Nomor 48 tahun 2008, pendanaan 
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat. Yang dimaksud Pemerintah di sini adalah Pemerintah Pusat, yang dimaksud 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah 
Kota. Sedangkan yang dimaksud masyarakat meliputi penyelenggara atau satuan 
pendidikan yang didirikan masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; 
dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 
Menurut Kepmendikbud nomor : 0490/U/1992, bahwa SMK memiliki peluang sumber 
dana lain selain yang tercantum pada PP No 48 tahun 2008, yaitu unit produksi sekolah. 
Unit produksi sebagai replika (perwujudan) industri yang berada di sekolah, dan 
melibatkan beberapa orang. Dalam operasionalnya, unit produksi sekolah dapat 
bekerjasama dengan dunia usaha. Bentuk kerjasama ini dengan prinsip saling 
menguntungkan. Penyelenggaraan unit produksi di sekolah dapat bergerak dalam bidang 






Pengelolaan biaya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
pengawasan dan pertanggungjawaban. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses 
penyususnan anggaran (budget).   Budget merupakan rencana operasional yang 
dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang yang digunakan sebagai pedoman 
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu ( Fattah, 
2009:25). 
Agar anggaran dapat berfungsi sebagai alat dalam perencanaan maupun 
pengendalian, maka anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 
a. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem 
manajemen dan organisasi. 
b. Adanya sistem akuntasi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. 
c. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. 
d. Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling 
bawah. 
Menurut Fattah (2009:65), konsep dasar pengawasan anggaran bertujuan untuk 
mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. 
Pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektifitas 
dan efisiensi penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Secara sederhana, 
prosedur pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu memantau, menilai, dan 
melaporkan hasil temuan. 
Pertanggungjawaban penggunaan anggaran adalah aktivitas membuat laporan 
keuangan dari kegiatan pengelolaan keuangan/anggaran, yang disusun setelah semua 
bukti pengeluaran diuji kebenarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan disajikan untuk atasan langsung bendaharawan atau untuk 
instansi yang terkait. 
Menurut Rangkuti (2014), kegiatan pertanggungjawaban keuangan pendidikan 
dilakukan dengan mengecek keabsahan bukti pengeluaran, keabsahan itu harus memiliki 






pembayaran, jumlah uang yang dibayar, tahun anggaran dan mata anggaran, bea materai 
tempel.  
Kepala sekolah selaku pengguna anggaran sekolah, wajib menyampaikan 
laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan 
sekolah. Dana yang digunakan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana/pemberi 
dana. 
Secara umum penelitian ini mendeskripsikan pengelolaan pembiayaan  sekolah 
gratis di SMK Negeri 2 Karanganyar. Pengelolaan pembiayaan sekolah gratis tempat 
penelitian, diidentifikasi, digambarkan, dikaji secara induktif untuk pemahaman makna 
dan pengembangan konsep. 
Sedangkan secara khusus penelitian ini mengidentifikasi, menggambarkan, dan 
mengkaji pengelolaan sumber dana , pengalokasian/penjabaran dana, mekanisme 
penggunaan/pendistribusian dana, dan akuntabilitas keuangan sekolah. 
 
METODE  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sanjaya 
(2013:47), bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang 
bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas social dan 
berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subyek penelitian sehingga 
tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (case study).  
Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 2 Karanganyar. Sebagai sumber data 
dalam penelitian ini  adalah Kepala sekolah, bendahara, dan siswa SMK Negeri 2 
Karanganyar, dokumen pembiayaan SMK Negeri 2 Karanganyar, dan hasil observasi di 
bagian keuangan. Seperti yang dikemukakan Sanjaya (2013 : 74) bahwa sumber data 
studi kasus terdiri atas dokumen, catatan-catatan arsip, hasil wawancara, observasi 






Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 
wawancara, observasi langsung dan studi dokumentasi. Seperti pendapat Sugiyono 
(2014:63) bahwa dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data lebih banyak pada 
observasi berperan (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) 
dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data dilakukan dengan 
teknik interaktif dari Miles and Huberman, yaitu dengan cara : mengumpulkan data 
(data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 
penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Analisa data dalam 
penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data berlangsung. Untuk menguji 
keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi.  Triangulasi dalam pengujian 
kredibilitas menurut sugiyono (2014 : 125) diartikan sebagai pengecekan data dari 
berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Teknik triangulasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sumber dan teknik.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan data temuan penelitian, hasil wawancara dan dikuatkan dengan 
dokumen RAPBS, bahwa sumber dana operasional SMK Negeri 2 Karanganyar 
bersumber dari pemerintah, baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Menurut 
PP Nomor 48 tahun 2008, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama 
antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Untuk sekolah gratis di 
SMK Negeri 2 Karanganyar sumber dana dari Pemerintah, yaitu dari Pemerintah Pusat 
(BOS PUSAT) dan dari Pemerintah Daerah Kabupaten (BOS DAERAH). Sehingga 
untuk biaya operasional sekolah, masyarakat (orang tua/wali siswa) SMK Negeri 2 
Karanganyar tidak dipungut biaya. Menurut temuan penelitian Supriyadi (2010) sumber 
dana untuk SMK Negeri, rata-rata dana bantuan pemerintah sebesar 78,9%, iuran 
rutin/sumbangan dari siswa/orang tua sebesar 16,9%, dan dari masyarakat/ donator 






ditiadakan, sebagai gantinya adalah bersumber dari pemerintah daerah kabupaten 
Karanganyar yang bernama BOS DAERAH (BOSDA). Pelaksanaan sekolah gratis di 
SMK Negeri 2 Karanganyar sedikit berbeda dengan pelaksanaan sekolah gratis di Sri 
Langka. Di Sri Langka menurut penelitian Gamlath (2013), pelaksanaan program 
sekolah gratis di Srilangka untuk sekolah negeri, disamping tidak memungut biaya, 
siswa dapat fasilitas gratis buku teks,  gratis seragam sekolah, dan gratis makan siang. 
Hasil penelitian Gamlath (2013) juga menunjukkan bahwa dengan sekolah gratis, 
kualitas/mutu sekolah negeri di Srilangka sangat rendah. Berbeda dengan sekolah 
negeri, sekolah swasta di Srilangka justru maju sangat pesat. Kenya juga pernah 
melaksanakan program sekolah gratis, menurut temuan hasil penelitian  Akech (2010), 
bahwa pelaksanaan pendidikan gratis di Kenya menemui beberapa hambatan. Hambatan 
tersebut antara lain jumlah pendaftar tinggi, dana dari pemerintah tidak memadai , 
fasilitas fisik tidak memadai, pengajaran dan bahan ajar  yang tidak memadai, kelas 
penuh sesak, bangunan ruang kelas buruk, beban kerja guru berat karena jumlah guru 
dibawah standar, orang tua tidak kooperatif, dan ketidakdisiplinan siswa. Dampak positif 
pendidikan gratis di Kenya berdasarkan temuan penelitian tersebut adalah anak-anak 
jalanan bisa bersekolah. Dalam hal ini sama dengan kondisi SMK di Kabupaten 
Karanganyar, bahwa dengan pendidikan gratis, jumlah pendaftar cenderung meningkat. 
Menurut penelitian Nyahende (2013) di Tansania pernah menjalankan program sekolah 
gratis, namun sekolah gratis di Tanzania mengalami kegagalan.  Sebagai pengganti 
program sekolah gratis, di Tanzania menjalankan program pinjaman untuk pelajar. 
Program pinjaman untuk pelajar di Tanzania dinilai berhasil. Di Nigeria menurut 
CHUTA, (1998) berdiri bank pendidikan yang bernama Edubank (Education Bank). 
Fungsi utama dan khusus dari EduBank antara lain: pinjaman mahasiswa, pinjaman 
untuk guru, pinjaman untuk penerbitan, penyewaan peralatan, pembiayaan proyek, 
mobilisasi dana dan penyediaan jasa konsultasi untuk tujuan pendidikan.  
Dana operasional SMK Negeri 2 Karanganyar terutama dialokasikan untuk 
delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan honorarium GTT/PTT. Untuk 






prioritas program, dengan besar dana secara proporsional. Untuk tahun 2015 besarnya 
dana masing-masing program sekolah adalah sebagai berikut : Untuk  Standar Isi ( 2,2 % 
), Standar Kelulusan ( 5 % ),  Standar Proses ( 14 % ), Standar Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (1,2 % ), Standar Sarana dan Prasarana ( 22,4 % ), Standar penilaian ( 
10,8 % ), Standar Pengelolaan ( 3,1 % ), Standar Pembiayaan ( 21, 6 % ), dan untuk 
honor GTT/PTT ( 19,8 % ) dari jumlah dana operasional. Penyusunan RAPBS SMK 
Negeri 2 Karanganyar dilakukan oleh tim penyusun RAPBS. Tim penyusun RAPBS 
SMK Negeri 2 Karanganyar terdiri dari Kepala sekolah, unsur Wakil Kepala Sekolah, 
unsur ketua kompetensi keahlian, unsur guru, unsur tata usaha, dan diketahui Ketua 
komite. Menurut hasil penelitian Koross dkk (2008), di kabupaten Kericho, Kenya, 
menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua memiliki pengaruh positif pada hasil 
pengelolaan keuangan, dan berdampak positif pada proses belajar dan mengajar. 
 Pengawasan pembiayaan SMK Negeri 2 Karanganyar secara formal diawasi 
oleh Inspektorat dan Dinas Dikpora Kabupaten Karanganyar, sedangkan pengawasan 
secara informal diawasai oleh Komite sekolah. Menurut penelitian Koross dkk (2008) di 
Kenya, keterlibatan orang tua memiliki pengaruh positif pada hasil pengelolaan 
keuangan sekolah. Partisipasi orang tua dapat mengelola keuangan sekolah memiliki 
dampak positif pada proses mengajar dan belajar, dengan sering kontak aktif antara 
orang tua dan administrasi sekolah meningkatkan akuntabilitas keuangan sekolah dan 
transparansi.  
Sistem pertanggungjawaban penggunaan anggaran/dana SMK Negeri 2 
Karanganyar mengikuti juknis sumber dana, yaitu juknis BOS Pusat dan juknis BOS 
Daerah Kabupaten Karanganyar. Semua laporan pertanggungjawaban penggunaan dana 
BOS diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan Kadinas Dikpora Kabupaten 
Karanganyar. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana BOS PUSAT, 
laporan dikirim lewat email dan on line ke Pusat (Jakarta), sedangkan LPJ penggunaan 
dan BOS DAERAH, laporan dikirim ke Kabupaten Karanganyar lewat Dinas Dikpora.  






anggaran sekolah, wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai 
penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah, kepada sumber dana/pemberi dana. 
 
Simpulan 
Penyelenggaraan Sekolah Gratis di SMK Negeri 2 Karanganyar merupakan 
pendidikan bebas pungutan untuk siswa/orangtua/wali siswa. Sumber dana SMK Negeri 
2 Karanganyar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk memperoleh dana 
bantuan (BOS), sekolah harus melengkapi data pada Dapodik secara on line. Dana BOS 
dikirim langsung ke rekening sekolah. Untuk mencairkan dana tahap berikutnya, tahap 
sebelumnya harus sudah selesai laporanya. Dana operasional SMK Negeri 2 
Karanganyar dialokasikan untuk delapan standar nasional pendidikan (SNP) dan 
honorarium GTT/PTT. Untuk mencairkan dana kegiatan/program sekolah penanggung 
jawab kegiatan/program membuat proposal kegiatan, dengan besar anggaran sesuai 
dengan RKAS. Untuk menjamin akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan SMK 
Negeri 2 Karanganyar dilakukan oleh Irjen, BPKP, Inspektorat Kabupaten, dan Dinas 
Dikpora Kabupaten Karanganyar. Laporan pertanggungjawaban keuangan SMK Negeri 
2 Karanganyar disusun berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS. Dampak 
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